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PENDAHULUAN

Tata kelola sampah menjadi isu sentral dalam wacana pembangunan berkelanjutan.
Studi-studi terkini menyoroti pentingnya integrasi lintas sektor, keterlibatan aktor
publik dan komunitas lokal, serta kerangka hukum yang adaptif sebagai elemen penting
dalam membentuk sistem pengelolaan yang efektif (Vallero, 2019; Di Foggia &

Beccarello, 2022). Keterlibatan aktor public, swasta, dan sipil dipandang krusial dalam
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meningkatkan kesadaran dan partisipasi terhadap program pengelolaan sampah
(Vallero, 2019; Gutberlet, Besen, & Morais, 2020; Garnett, Cooper, Longhurst, Jude, &
Tyrrel, 2017; Sahar, 2019). Di samping itu, beberapa studi lainnya menekankan
pentingnya kerangka hukum sebagai fondasi dalam merancang kebijakan pengelolaan
sampah (Ciobanu, Ursan, Aradoaei, Batrinescu, & Banciu, 2018; Johal & Kaur, 2019).
Meskipun ada sedikit perbedaan, kebanyakan literatur menjelaskan bagaimana
pemerintah lokal seringkali menghadapi tantangan dalam tata kelola sampah.
Tantangan ini meliputi keterbatasan dana, rendahnya partisipasi masyarakat, serta
belum adaptifnya regulasi terhadap inovasi tetap menjadi hambatan utama (Johal &
Kaur, 2019; De los Santos, 2016; Sahar, 2019; Ismail et al., 2025; Peng, Tu, & Wei, 2018).
Tantangan di atas pastinya tidak bisa digeneralisir di semua negara. Adanya
kesenjangan antara negara maju dan berkembang menunjukkan bahwa struktur tata
kelola sampah sangat dipengaruhi oleh struktur politik, sosio-ekonomi, dan lingkungan
(Kumar, Kumar, & Pandey, 2021; Awino & Apitz, 2024). Di sinilah relevansi artikel ini,
sebagai pengkaya diskursus yang diangkat dari konteks negara berkembang. Selain itu,
berfokus pada kegagalan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), artikel ini juga relevan bagi
banyak wilayah yang menghadapi masalah pengelolaan sampah, khususnya di negara
berkembang. Beberapa studi menjelaskan kegagalan ini umumnya disebabkan oleh
perencanaan yang tidak memadai, kurangnya penerapan teknologi yang tepat, serta
lemahnya kerangka regulasi (Schiopu & Ghinea, 2013; Mukherjee, Mukhopadhyay,
Hashim, & Sen Gupta, 2015). Di Venezuela, akibat kebijakan pengelolaan sampah yang
lemah menjadikan lindi (limbah cair) sebagai sumber kerusakan lingkungan dan
sumberdaya tanah dan air (Paolini, Ramos, & Zamorano, 2008). Selain itu, berbagai
masalah teknis dan operasional turut memperburuk kondisi, mulai dari sistem
pengolahan yang tidak berfungsi, proses pemadatan yang tidak efisien, hingga tidak
adanya proses penutupan dan rehabilitasi TPA yang memadai (Garcia De Cortazar,
Szanto Narea, & Llamas, 2016; Edingliler & Altunel, 2009).

Membicarakan kegagalan tata kelola sampah, utamanya terkait kegagalan TPA hari ini
sangat relevan, terutama dengan memperhatikan dampaknya terhadap kerusakan
lingkungan dan kesehatan. Beberapa studi telah menemukan bahwa kegagalan tata
kelola sampah dapat meningkatkan risiko kesehatan masyarakat akibat paparan bahan
berbahaya (Kooch et al., 2024; Hossain, Santhanam, Norulaini, & Omar, 2011). Sebagai

contohnya, pencemaran tanah dan air terjadi di wilayah Laut Hitam, Turki, dan pesisir
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Iran (Akinc1 & Demirarslan, 2020; Kooch et al., 2024). Beberapa studi lain menekankan
bahwa faktor regulasi dan finansial memainkan peran penting dalam kegagalan tata
kelola sampah. Sebagaimana terlihat di Meksiko dan India, minimnya peraturan dan
keterbatasan anggaran pemerintah daerah menjadi hambatan utama dalam
pengelolaan TPA yang efektif (Sosa Rodriguez, Aguilera Flores, Avila Vazquez, Sanchez
Mata, & Chavez Soto, 2025; Abduli, Mehrdadi, & Rezazadeh, 2014). Studi kasus di
Meksiko dan India juga menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya perbaikan
melalui rencana pengelolaan lingkungan, kegagalan awal tetap menunjukkan
pentingnya perencanaan yang lebih matang dan alokasi sumber daya yang mencukupi
(Sosa Rodriguez et al., 2025).

Peta literatur di atas menunjukkan adanya kompleksitas dalam menjelaskan tata kelola
sampah. Adanya diversifikasi spasial, kebijakan, atau karakter sosial menuntut kajian
yang lebih aktual dan berakar pada aspek lokalitas. Studi ini, dengan mengambil studi
kasus di kota menengah di Indonesia, secara spesifik di Yogyakarta dan Banyumas,
sejatinya hadir untuk mengisi kebutuhan ini. Sebab, permasalahan pengelolaan sampah
telah menjadi isu strategis dalam pembangunan di Indonesia, terutama di tengah
tekanan urbanisasi, peningkatan konsumsi, dan keterbatasan infrastruktur pengolahan.
Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2024), timbulan
sampah nasional pada tahun 2024 mencapai sekitar 33,6 juta ton per tahun dengan
proporsi terbesar berasal dari rumah tangga dan limbah makanan. Di wilayah Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY), produksi sampah domestik telah mencapai titik kritis. DIY
sebagai pusat dari perkembangan pendidikan dan pariwisata telah menghasilkan lebih
dari 1923 ton sampah per hari pada tahun 2024. Dari jumlah ini, kontribusi signifikan
berasal dari sektor domestik, pasar, dan kawasan komersial. Sistem pengelolaan
sampah yang digunakan selama ini masih bersifat linier, yaitu kumpul-angkut-buang,
dengan ketergantungan tinggi pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan yang
secara administratif melayani tiga wilayah sekaligus: Kota Yogyakarta, Kabupaten
Sleman, dan Kabupaten Bantul.

Adanya ketergantungan pada satu TPA terpusat tanpa strategi pengurangan dan
pemilahan yang signifikan menjadikan sistem ini sangat rentan. Hal ini terbukti pada
tahun 2024, ketika TPA Piyungan ditutup permanen akibat kelebihan kapasitas dan
konflik sosial dengan masyarakat sekitar (Daeng, 2024). Penutupan tersebut memicu

keadaan darurat lingkungan dan sosial yang sangat serius. Sampah menumpuk di TPS,
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jalan, pasar, dan ruang publik, menciptakan Kkrisis yang mencerminkan kegagalan
sistemik dari pendekatan pengelolaan yang tidak adaptif (Daeng, 2025). Padahal,
Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017 tentang
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah, yang menargetkan pengurangan
sampah sebesar 30% dan penanganan 70% pada tahun 2025. Namun demikian,
implementasi regulasi tersebut di daerah masih jauh dari ideal.

Dalam konteks ini, pendekatan ekonomi sirkular menawarkan solusi yang lebih
berkelanjutan dan strategis. Konsep ini menekankan pentingnya menjaga nilai material
selama mungkin dalam siklus ekonomi melalui pengurangan, penggunaan ulang, dan
daur ulang (Arthur et.al. (Eds.), 2022). Ekonomi sirkular bukan hanya tentang teknis
pengelolaan limbah, melainkan mencerminkan paradigma pembangunan baru yang
berbasis efisiensi sumber daya dan regenerasi ekosistem (Ciccullo et.al, 2021).
Pendekatan ini menuntut perubahan sistemik pada perilaku produksi dan konsumsi,
serta membutuhkan dukungan kelembagaan yang kolaboratif dan berbasis komunitas
(Istiyani & Handayani, 2022). Di tingkat global, ekonomi sirkular telah diadopsi oleh
banyak kota dan negara sebagai kerangka utama dalam tata kelola limbah, energi, dan
sumber daya secara umum (OECD, 2020). Dalam konteks Indonesia, penerapan
ekonomi sirkular masih terbatas dan lebih banyak dibahas pada tataran wacana, tanpa
didukung struktur tata kelola yang memadai (Nadya, 2024).

Selain itu, konsep good governance juga dapat dimanfaatkan dalam menjelaskan
efektivitas pengolaan sampah. Good governance merupakan salah satu konsep dan
komponen kunci dalam mendukung transisi menuju sistem pengelolaan sampah
berbasis ekonomi sirkular. Selain itu, good governance berperan sebagai landasan
strategis dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang lebih inklusif, efisien,
dan berkelanjutan. Kerangka ini mencakup beberapa prinsip utama. Pertama,
partisipasi dan inklusivitas. Sebagaimana banyak ditemukan di negara berkembang,
prinsip ini menekankan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam tata kelola
sampah (Naldi, Herdiansyah, & Putri, 2021; Gutberlet, Besen, & Morais, 2020). Kedua,
transparansi dan akuntabilitas. Prinsip ini penting untuk menjamin pelaksanaan
kebijakan yang adil, meskipun penerapannya terkadang masih lemah di beberapa
negara (Volsuuri, Owusu-Sekyere, & Imoro, 2022). Ketiga, kerangka hukum dan

kebijakan yang kuat. Prinsip ini mendukung pelaksanaan sistem sirkular, namun
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sebagaimana terjadi di beberapa negara, prinsip ini masih menghadapi tantangan
kapasitas (Wee, Abas, Mohamed, Chen, & Zainal, 2017). Keempat, kolaborasi antar
sektor, sebagai prinsip yang diperlukan untuk mengintegrasikan pola kerja antara
pemerintah, swasta, dan masyarakat (Mariane, Erna, Yusuf, Ardiati, & Achmad, 2022).
Kelima, keberlanjutan dan inovasi, sebagai kunci bagaimana ekonomi sirkular dapat
berjalan dalam rantai ekonomi (Lim, Seow, Mohammed, Radzuan, & Abas, 2022; Ofori,
2023).

Dua kerangka di atas digunakan untuk menjelaskan perbedaan situasi antara Banyumas
dan Yogyakarta. Kabupaten Banyumas tampil sebagai kasus menarik yang
menunjukkan Kkeberhasilan sistem desentralisasi berbasis komunitas (Sumarwoto,
2023). Sejak tahun 2016, Pemerintah daerah tidak lagi bertumpu pada pembangunan
TPA konvensional, melainkan mendorong unit-unit pengelolaan skala kecil seperti
hanggar KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang tersebar di tingkat RW, yang
diberi kewenangan teknis dan administratif untuk mengelola sampah secara mandiri.
KSM tersebut bukan hanya bertugas memilah dan mengangkut sampah, tetapi juga
melakukan pengolahan menggunakan teknologi tepat guna seperti pirolisis plastik
menjadi RDF, budidaya maggot untuk mengolah limbah organik, hingga produksi
paving block dari limbah plastik. Dalam prosesnya, hasil olahan sampah ini tidak
dibuang begitu saja, melainkan dikomersialkan dan dipasarkan sebagai produk bernilai
tambah. Ketika TPA Kaliori Banyumas ditutup akibat bencana dan penolakan warga,
sistem ini tetap berjalan tanpa gangguan, menunjukkan ketahanan institusional dan
sosial yang tinggi.

Keberhasilan Banyumas dalam pengelolaan sampah tidak hanya terletak pada aspek
teknis, tetapi juga pada dukungan politik dan kepemimpinan lokal yang kuat. Bupati
Banyumas tidak hanya berperan sebagai pengambil keputusan, tetapi juga terlibat
langsung dalam perencanaan dan pengawasan, termasuk dalam rekayasa teknologi
sederhana untuk kebutuhan pengolahan sampah. Kepemimpinan yang adaptif ini
memperkuat kepercayaan publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan menciptakan
ekosistem inovasi yang berkelanjutan. Dalam berbagai literatur tata kelola lingkungan,
keberhasilan seperti ini dapat dikaitkan dengan pendekatan adaptive governance dan
coproduction policy, di mana kebijakan tidak hanya dibentuk oleh negara, tetapi juga
melalui interaksi dan kerjasama lintas sektor: pemerintah, masyarakat, pelaku usaha,

dan akademisi (Janssen & van der Voort, 2016; Goulart & Falanga, 2022)
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Sementara itu, kondisi di Yogyakarta menunjukkan adanya fragmentasi kelembagaan,
rendahnya partisipasi publik, minimnya insentif ekonomi untuk pemilahan, serta belum
adanya pengembangan teknologi lokal (Wicaksono, 2024; WALHI Yogyakarta, 2025).
Pengelolaan sampah sebagian besar masih mengandalkan dana keistimewaan dan
belum menunjukkan sinergi antara sektor publik dan komunitas dalam skala besar
(Rinepta, 2024). TPS3R yang tersedia sebagian besar tidak beroperasi secara maksimal,
bahkan banyak yang menjadi gudang penyimpanan alih-alih pusat pengolahan. Dalam
situasi ini, gagasan untuk mereplikasi pendekatan Banyumas menjadi relevan dan
mendesak. Banyumas telah membuktikan bahwa sistem yang partisipatif, desentralistik,
dan berbasis teknologi sederhana dapat menjadi alternatif yang lebih tangguh
dibanding sistem terpusat dan birokratis.

Studi ini disusun untuk mengevaluasi kelemahan tata kelola sampah di Yogyakarta yang
cenderung sentralistik (terpusat pada TPA Piyungan), dan untuk mengidentifikasi
praktik-praktik inovatif dari Kabupaten Banyumas, yakni pendekatan desentralistik,
yang dapat dijadikan model replikasi atau adaptasi. Dengan menggunakan kerangka
evaluasi berbasis pendekatan studi komparatif/perbandingan kebijakan antara dua
kota menengah, yang ditopang dengan pendekatan ekonomi sirkular dan governance
capacity sebagai alat analisis, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi pada
pengembangan kebijakan pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan, adil, dan
adaptif terhadap konteks lokal berbasis pada pendekatan partisipatif dan penggunaan
teknologi tepat guna. Selain itu, studi ini juga memperkaya literatur tentang inovasi
berbasis komunitas dalam pengelolaan limbah di negara berkembang—sebuah area
yang masih minim dieksplorasi secara empiris di Indonesia.

Melalui perbandingan yang sistematis, diharapkan muncul pemahaman baru mengenai
pentingnya inovasi lokal, desentralisasi kelembagaan, serta keterlibatan aktif
masyarakat dalam membentuk sistem pengelolaan sampah yang resilien dan berbasis
ekonomi sirkular. Oleh karena itu, analisis terhadap dua kasus ini dapat memberikan
wawasan berharga bagi kota-kota lain yang sedang mencari model transisi menuju

sistem pengelolaan sampah yang lebih resilien dan partisipatif.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus

komparatif yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam
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fenomena tata kelola pengelolaan sampah di dua wilayah studi: Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY) dan Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Pendekatan ini dipilih
karena dinilai paling sesuai untuk mengeksplorasi dinamika sosial, kelembagaan, dan
kebijakan yang kompleks serta kontekstual, yang tidak dapat dijelaskan secara
memadai hanya melalui angka atau data kuantitatif (Ritchie & Lewis (Eds.), 2003).
Dalam konteks studi ini, pendekatan kualitatif memungkinkan eksplorasi makna sosial,
konflik kebijakan, dan dinamika interaksi antarsektor yang memengaruhi efektivitas
tata kelola di dua wilayah studi. Dengan pendekatan ini, peneliti berupaya mengurai
praktik-praktik pengelolaan sampah yang berkembang di dua daerah tersebut,
termasuk dinamika aktor, strategi kebijakan, serta respons komunitas terhadap krisis
dan inovasi pengelolaan.

Desain penelitian ini adalah studi kasus komparatif dengan pendekatan most different
system design. Dua wilayah dipilih secara purposif karena mewakili pendekatan tata
kelola yang berbeda secara signifikan, yakni DIY dengan sistem pengelolaan yang
terpusat (sentralistik) dan bergantung pada TPA regional, serta Banyumas dengan
model desentralisasi pengelolaan sampah melalui Kelompok Swadaya Masyarakat
(KSM). Dengan pendekatan ini, perbandingan antara dua sistem yang berbeda
diharapkan dapat mengungkap faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas tata kelola
pengelolaan sampah. Unit analisis dalam penelitian ini adalah sistem tata kelola
pengelolaan sampah di masing-masing wilayah, dengan fokus pada aktor, kebijakan,
infrastruktur, serta keterlibatan masyarakat.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, diperoleh dari berbagai
sumber yang relevan dan kredibel. Sumber-sumber tersebut meliputi dokumen
kebijakan resmi pemerintah daerah dan pusat, laporan kinerja dari Dinas Lingkungan
Hidup (DLH), berita-berita dari media daring nasional dan lokal, laporan lembaga
swadaya masyarakat (LSM) seperti WALHI, serta hasil studi akademik terdahulu. Selain
itu, peneliti juga mengakses satu wawancara sekunder dari sumber terbuka, yakni
wawancara eksklusif Bupati Banyumas yang dilakukan media Mojok. Wawancara ini
memberikan informasi penting mengenai latar belakang, strategi, dan tantangan
implementasi model desentralisasi pengelolaan sampah di daerah tersebut.
Penggunaan berbagai jenis data ini memungkinkan triangulasi informasi, sehingga
memperkuat validitas temuan.

Prosedur pengumpulan data dilakukan secara purposif, yaitu dengan memilih dokumen
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dan sumber yang secara langsung relevan dengan fokus penelitian (Merriam & Tisdell,
2015). Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dengan
pendekatan thematic coding yang berfokus pada penggalian makna dan interpretasi
dari teks, simbol, dan narasi kebijakan (Krippendorff, 2004). Analisis dilakukan dalam
beberapa tahap: pertama, identifikasi isu utama dari masing-masing wilayah studi;
kedua, pengelompokan tema-tema kunci seperti inovasi teknologi, partisipasi
masyarakat, struktur kelembagaan, dan orientasi kebijakan; dan ketiga, perbandingan
lintas kasus untuk menemukan persamaan dan perbedaan dalam strategi tata kelola.
Kerangka analisis yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada teori Integrated
Sustainable Waste Management (ISWM) yang menggabungkan tiga komponen utama
dalam sistem pengelolaan sampah, yakni aktor-aktor kelembagaan, teknologi dan
infrastruktur, serta peran Masyarakat (van de Klundert & Anschiitz, 2001). Teori ini
dipadukan dengan pendekatan ekonomi sirkular sebagai paradigma pembangunan
berkelanjutan, serta prinsip-prinsip tata kelola adaptif untuk melihat sejauh mana
fleksibilitas dan inovasi diterapkan dalam merespons perubahan dan Kkrisis. Dengan
kerangka ini, penelitian tidak hanya berusaha menjelaskan “apa” yang terjadi, tetapi
juga “mengapa” dan “bagaimana” perbedaan pendekatan di dua wilayah studi
memengaruhi hasil pengelolaan sampah mereka.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ketiadaan data primer langsung dari
lapangan, seperti observasi partisipatif atau wawancara mendalam dengan pelaku lokal
di Yogyakarta dan Banyumas. Namun demikian, upaya mitigasi dilakukan dengan
mendayagunakan kekayaan data sekunder dan kelengkapan dokumen yang digunakan
memungkinkan pembahasan yang mendalam dan reflektif terhadap realitas kebijakan
di kedua wilayah. Studi lanjutan disarankan untuk mengintegrasikan data primer,
semisal dengan menggunakan pendekatan etnografi atau studi lapangan langsung, agar
dapat memperkaya perspektif lokal dan menambah kedalaman analisis guna

memperkuat temuan yang telah dirintis melalui kajian ini.

HASIL PEMBAHASAN

A. Studi Kasus Banyumas

Dalam satu dekade terakhir, Kabupaten Banyumas menjadi sorotan nasional bahkan
internasional dalam hal inovasi pengelolaan sampah. Di bawah kepemimpinan Bupati

Achmad Husein, Banyumas mampu menciptakan sistem desentralisasi pengolahan
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sampah berbasis komunitas yang bukan hanya mengurangi ketergantungan pada
Tempat Pembuangan Akhir (TPA), tetapi juga menghasilkan nilai ekonomi dan sosial
secara berkelanjutan (Darmawan, 2022). Pendekatan ini dikenal luas dengan penguatan
kelembagaan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) serta penggunaan teknologi
sederhana namun fungsional (Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2024).

Keberhasilan Banyumas bermula dari kegagalan demi kegagalan. “Sebelum saya bikin
hanggar itu, saya mencari lokasi baru untuk TPA. Baru niat sosialisasi, sudah ditolak
dan didemo warga” ujar Husein, menggambarkan kondisi sosial-politik yang sangat
menolak kehadiran TPA baru (Mojok.co.,, 2023). Akibatnya, pemerintah dipaksa
mencari solusi tanpa bergantung pada skema TPA konvensional. Salah satu terobosan
utama Banyumas adalah pengembangan unit pengolahan sampah terpadu berbasis
komunitas melalui sistem hanggar yang dikelola oleh KSM. Hingga akhir masa jabatan
Bupati Husein pada 2023, tercatat 39 KSM telah berdiri, dengan 29 di antaranya aktif
beroperasi, melibatkan sekitar 1.500 orang pekerja yang sebagian besar berasal dari
masyarakat sekitar. Sistem ini dinilai efisien, karena tidak sepenuhnya
menggantungkan diri pada intervensi pemerintah daerah. “Mereka tidak tergantung
100 persen ke pemda. Kalau urusan kecil bisa mandiri. Pemda masuk hanya kalau ada
hal besar atau urgent,” jelas Husein (Mojok.co., 2023).

Teknologi yang digunakan pun bersifat adaptif dan terjangkau. Untuk sampah plastik,
Banyumas mengembangkan sistem pencacahan plastik menjadi RDF (Refused Derived
Fuel), yang kemudian dijual ke pabrik semen atau digunakan sebagai bahan bangunan
seperti paving block. Menurut Husein, "Awalnya saya bikin paving manual, lalu hidrolik,
sekarang pakai injeksi komputer, dan kualitasnya lebih baik dari beton biasa"
(Mojok.co., 2023). Plastik low-value seperti kemasan sachet pun dapat diolah menjadi
paving block yang laku keras di pasaran, karena lebih murah, lebih kuat, dan lebih
estetik. Untuk sampah organik, Banyumas memanfaatkan teknologi pengurai alami
melalui maggot dan komposter. “Kalau organik selesai lah ya. Langsung bisa jadi
kompos atau makanan maggot,” ungkapnya (Mojok.co., 2023). Kombinasi sistem ini
menjadikan sisa sampah yang masuk ke TPA hanya sekitar 2% dari total produksi
harian, atau sekitar 4 dump truck seminggu. Bahkan, mulai 2023, sampah ini pun tidak
lagi dibuang ke TPA, tetapi diproses di unit Kedungrandu 2.

Keberhasilan Banyumas juga dipatenkan dalam bentuk sistem dan mesin. “Bu Menteri

nyuruh saya patenkan. Saya punya tiga paten, sistem dan mesinnya,” jelas Husein
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(Mojok.co., 2023). Sistem ini sudah diakui dan direplikasi oleh beberapa daerah lain
melalui dukungan Kementerian Lingkungan Hidup dan CSR dari perusahaan besar
seperti Unilever. Namun, tantangan tetap ada. Salah satunya adalah edukasi masyarakat
yang memerlukan ketekunan. “Ngurus teknologi gampang, yang susah itu ngurus
manusia,” tegasnya (Mojok.co., 2023). Meski demikian, proses ini menjadi bekal
berharga karena menghasilkan efek berganda, baik dalam penyerapan tenaga kerja,
penciptaan nilai ekonomi, maupun dampak lingkungan.

Pendekatan Banyumas mengedepankan kombinasi antara inovasi sosial, teknologi tepat
guna, dan kepemimpinan yang transformatif. Dengan investasi sekitar 1,5 miliar rupiah
per unit KSM (500 juta alat + 1 miliar bangunan), sistem ini terbukti murah dan dapat
direplikasi di wilayah lain dengan kondisi fiskal serupa. Namun begitu, modal
kepemimpinan menjadi salahsatu fondasi yang utama. Hal setidaknya terlihat dari
pernyataan bernada tantangan dari Husein “Kalau kepala daerah lain mau, pasti bisa.
Kalau nggak bisa, datang saja ke Banyumas (Mojok.co., 2023).”

B. Studi Kasus Yogyakarta

Krisis pengelolaan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencapai puncaknya
pada April 2024 ketika Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan ditutup secara
permanen. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan di Yogyakarta mengalami
tekanan volume sampah harian yang melampaui kapasitas operasional, yaitu melebihi
1000 ton per hari dari kapasitas ideal 600-700 ton per hari (Yulindriani & Ria, 2023).
Kondisi ini menyebabkan kelebihan kapasitas akut, kerusakan lingkungan, dan tekanan
sosial-politik yang masif dari warga sekitar. Penutupan ini tidak hanya menandai
runtuhnya sistem pengelolaan sampah berbasis dumping, tetapi juga memunculkan
kondisi darurat yang memaksa lahirnya beragam inisiatif baru—baik di tingkat
pemerintah maupun komunitas warga.

Untuk merespons krisis sampah, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah
melakukan beberapa pendekatan. Contohnya, di Kota Yogyakarta, pemerintah
mengalokasikan Dana Keistimewaan (Danais) sekitar Rp100 juta per kelurahan
(Subarkah, 2024). Bantuan semacam ini dapat dipandang sebagai bentuk dorongan
desentralisasi pengelolaan berbasis komunitas. Selain itu, bantuan ini didesain untuk
mendorong pengelolaan sampah organik berbasis komunitas, pelatihan pengolahan
kompos, dan pengadaan alat biopori. Namun, desentralisasi ini belum mampu

menjawab akar permasalahan. Keterbatasan kapasitas teknis fasilitas TPS3R (Tempat
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Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle) menjadi salah satu penghambat utama.
Sebagian besar TPS3R di wilayah Yogyakarta hanya berfungsi sebagai titik
penampungan sementara tanpa pemilahan atau pengolahan lanjutan yang optimal.
Kajian menunjukkan bahwa hanya persentase TPS3R yang beroperasi secara efektif
masih sangat rendah.

Dari sisi partisipasi masyarakat, terdapat kesenjangan signifikan antara kesadaran dan
praktik. Studi yang dilakukan di Klinik Kasih Bunda, Bantul, menunjukkan bahwa
mayoritas warga masih mencampur sampah organik, anorganik, dan bahan berbahaya
dalam satu wadah, menandakan rendahnya literasi pemilahan sampah di tingkat rumah
tangga. Kampanye edukasi semacam Gerakan Mbah Dirjo dan Zero Sampah Anorganik
telah menunjukkan dampak positif terbatas, tetapi belum mampu menjangkau
komunitas yang lebih luas (Pemerintah Kota Yogyakarta, 2023; Setiawan, 2023).
Kelemahan struktural juga terlihat dari implementasi regulasi. Meskipun telah terdapat
Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2013 dan Peraturan Gubernur No. 21 Tahun 2014
tentang TPS3R, pelaksanaannya belum efektif karena tidak adanya sanksi tegas, insentif
bagi pelaku usaha, atau regulasi pembatasan plastik sekali pakai. Audit WALHI
mencatat bahwa 72% sampah anorganik di Yogyakarta berasal dari plastik sekali pakai
(Yulindriani & Saraswati, 2023). Di tengah kelemahan struktural ini, muncul inisiatif
komunitas yang menarik. Bank Sampah Dados Arto, misalnya, memungkinkan warga
menukar sampah dengan pembayaran tagihan BPJS dan Listrik (Pemerintah Kota
Yogyakarta, 2023). Program Laku Pandai juga memperluas integrasi pengelolaan
sampah ke dalam sistem keuangan lokal melalui digitalisasi tabungan sampah
(Masyrafina, 2023). Selain itu, pengembangan Waste Station Digital dan fasilitas RDF
(Refuse Derived Fuel) mulai diperkenalkan di TPS3R Nitikan sebagai bagian dari
transformasi teknologi hijau (Detik]ogja, 2024).

Namun begitu, keberhasilan berbagai inisiatif pengelolaan sampah di Yogyakarta masih
dibayangi oleh lemahnya dukungan fiskal dan rendahnya efektivitas koordinasi lintas
aktor. Alokasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta yang hanya sebesar
0,78% dari total APBD mencerminkan minimnya prioritas politik terhadap isu
lingkungan. Padahal kebutuhan pendanaan untuk membangun sistem pengelolaan
sampah yang inklusif, desentralistik, dan berkelanjutan jauh lebih besar. Kondisi ini
diperparah oleh fragmentasi kebijakan dan kurangnya integrasi antara pemerintah kota,

sektor swasta, dan komunitas. Masing-masing pihak sering kali bergerak dalam silo
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institusionalnya sendiri, sehingga inisiatif-inisiatif yang muncul tidak terhubung dalam
satu kerangka strategis yang kohesif dan berdampak sistemik.

Sementara itu, momentum politik menjelang Pilkada 2024 juga menghadirkan paradoks.
Di satu sisi, krisis sampah menjadi bahan kampanye populis yang menjanjikan solusi
cepat (Saputra, 2024). Di sisi lain, belum ada kontrak politik eksplisit yang menjamin
keberlanjutan kebijakan pasca-terpilih. Inisiatif masyarakat sipil seperti WALHI, LBH
Yogyakarta, dan LKY telah mendorong terbentuknya kontrak lingkungan, namun
realisasinya masih menunggu komitmen politik jangka Panjang (Sunartono, 2024).
Dengan demikian, meskipun respons terhadap krisis di Yogyakarta menunjukkan arah
transformatif menuju ekonomi sirkular dan teknologi hijau, banyak tantangan
fundamental yang belum teratasi. Ketiadaan sistem koordinasi, lemahnya regulasi, dan
budaya konsumsi plastik sekali pakai menjadi hambatan serius. Yogyakarta sedang
berada di titik persimpangan: apakah akan menjadikan krisis ini sebagai momentum
perubahan atau justru tenggelam dalam retorika tanpa implementasi.

C. Komparasi tata Kelola Sampah di Banyumas dan Yogyakarta

Perbandingan antara Banyumas dan Yogyakarta menunjukkan kontras yang signifikan
dalam strategi, struktur kelembagaan, pendekatan teknologi, dan efektivitas
implementasi  kebijakan pengelolaan sampah. Banyumas merepresentasikan
pendekatan transformatif berbasis komunitas, sedangkan Yogyakarta masih terjebak
dalam skema konvensional yang bersifat top-down dan linier (Wardhana, 2022). Secara
struktural, Banyumas mengandalkan desentralisasi kelembagaan melalui penguatan
Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang diberi kewenangan teknis dan
administratif untuk mengelola sampah di tingkat lokal. Model ini memungkinkan
distribusi tanggung jawab yang lebih merata dan meningkatkan ketahanan sistem
terhadap gangguan eksternal, seperti penutupan TPA atau penolakan sosial. Di sisi lain,
Yogyakarta masih menggantungkan pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup
dan sistem TPA Piyungan yang bersifat terpusat (Firdaus et.al,, 2024). Sistem ini kolaps
saat TPA ditutup permanen pada 2024 akibat kelebihan kapasitas dan konflik sosial.
Walaupun terdapat upaya desentralisasi melalui Danais pasca penutupan TPA Piyungan,
pelaksanaannya masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dalam arsitektur
kelembagaan yang stabil.

Dalam hal teknologi, Banyumas menunjukkan kapasitas inovatif yang kuat dengan

mengembangkan mesin pencacah plastik, unit pirolisis, dan paving block berbahan
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plastik, serta pengolahan limbah organik melalui budidaya maggot (Darmawan, 2023).
Semua teknologi ini bersifat low-cost, low-tech, dan high-impact, sesuai dengan konteks
daerah dan kapasitas fiskal lokal. Sebaliknya, Yogyakarta cenderung mengadopsi
pendekatan teknologi hijau yang masih elitis dan berbasis proyek, seperti Waste Station
Digital atau fasilitas RDF skala besar, tanpa didukung sistem pengumpan (input stream)
yang konsisten dari Masyarakat (Subarkah & Natalia, 2024). Selain itu, belum ada
mekanisme pasar yang mengintegrasikan hasil pengolahan tersebut sebagai komoditas
bernilai ekonomi.

Dari aspek ekonomi sirkular, Banyumas berhasil membangun rantai nilai sampah yang
ditopang oleh pasar lokal dan jaringan distribusi (Badan Riset dan Inovasi Nasional,
2024). Hasil pengolahan tidak hanya berhenti di titik pilah, melainkan bergerak menjadi
produk bernilai, seperti RDF yang dijual ke pabrik semen atau paving block yang
digunakan untuk infrastruktur desa. Di sisi lain, Yogyakarta belum berhasil
mengonstruksi sistem sirkular yang utuh. Inisiatif seperti bank sampah atau digitalisasi
transaksi hanya menjangkau skala mikro dan belum terhubung secara sistematis
dengan sektor industri atau pengadaan public (Leon, 2022).

Partisipasi masyarakat juga menjadi pembeda penting. Di Banyumas, partisipasi tidak
hanya dalam bentuk edukasi atau kampanye, tetapi terinternalisasi dalam sistem kerja
harian warga melalui KSM (Darmawan, 2025). Sistem insentif berbasis hasil kerja dan
nilai pasar mendorong keterlibatan yang konsisten dan produktif. Sementara di
Yogyakarta, partisipasi masih bersifat simbolik dan berbasis proyek. Rendahnya
pemilahan sampah rumah tangga menjadi indikasi bahwa belum terjadi internalisasi
nilai sirkular di tingkat perilaku warga.

Kepemimpinan daerah merupakan faktor penentu lainnya. Di Banyumas, Bupati
berperan aktif sebagai arsitek sistem, inovator, sekaligus juru bicara publik. Pendekatan
ini sejalan dengan konsep governance yang adaptif, yang menuntut pemimpin daerah
untuk selalu bersikap fleksibel, eksperimental, dan responsif terhadap dinamika sosial-
ekologis. Namun demikian, untuk memastikan keberlanjutan, pendekatan ini perlu
dilembagakan secara sistemik agar tidak bergantung pada figur tunggal. Di Yogyakarta,
kepemimpinan dalam isu pengelolaan sampah masih terjebak dalam struktur
administratif dan kerap bersifat reaktif. Tidak ada figur tunggal yang menjadi
penggerak ekosistem inovasi atau representasi politik dari gerakan transisi menuju

ekonomi sirkular.
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Jika dianalisis melalui kerangka ISWM, Banyumas menunjukkan kinerja unggul dalam
ketiga pilar utama: kelembagaan (KSM), teknologi (adaptif dan tepat guna), serta
masyarakat (partisipatif dan produktif). Sebaliknya, Yogyakarta belum memenuhi
standar minimum pada masing-masing pilar tersebut, sehingga transformasi sistemik
sulit terjadi meski terdapat dukungan dana dan peraturan. Namun, penting dicatat
bahwa keunggulan Banyumas tidak berarti sepenuhnya tanpa tantangan. Masih
terdapat hambatan dalam skala replikasi, standar mutu produk, serta ketergantungan
pada figur kepemimpinan tunggal (Rosyidah, 2024). Yogyakarta, dengan basis
pendidikan tinggi dan akses terhadap lembaga riset, memiliki potensi besar untuk
mengejar ketertinggalan jika mampu melakukan konsolidasi aktor dan menyusun peta
jalan transformasi yang berbasis pada praktik baik daerah lain.

Dengan demikian, komparasi ini tidak hanya menampilkan dikotomi antara
keberhasilan dan kegagalan, melainkan juga membuka ruang pembelajaran horizontal
antardaerah. Banyumas bukan sekadar teladan teknis, tetapi representasi keberhasilan
sistemik berbasis lokalitas, keberanian politik, dan inovasi sosial. Sebaliknya,
Yogyakarta mencerminkan tantangan kota-kota menengah di Indonesia yang sedang
berupaya keluar dari jebakan struktural warisan sistem sentralistik dan industrialisasi
limbah.

Keberhasilan Banyumas dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang mandiri
dan berkelanjutan bukanlah hasil kebetulan, melainkan buah dari rekayasa
kelembagaan yang secara sadar dilakukan oleh aktor pemerintah lokal. Dalam
wawancara dengan Bupati Banyumas, jelas tergambar bahwa titik tolak perubahan
dimulai dari kesadaran akan keterbatasan ruang sosial dan ekologis untuk memperluas
TPA (Mojok.co., 2023; Pemerintah Kabupaten Banyumas, 2023). Keterbatasan itu
kemudian dibaca bukan sebagai penghalang, melainkan sebagai peluang inovasi.
Banyumas menempuh jalur tidak populer, yakni menghentikan ketergantungan pada
TPA dan menggantinya dengan sistem berbasis komunitas, yang dalam konteks
governance dapat diklasifikasikan sebagai bentuk co-production (Mojok.co., 2023).
Pendekatan Banyumas tidak hanya menggeser lokus pengelolaan sampah dari
pemerintah ke komunitas, tetapi juga mentransformasi logika relasi antara pemerintah
dan warga. Pemerintah tidak lagi menjadi pelaksana tunggal, melainkan fasilitator dan
penyedia kerangka legal serta teknologi (Waste4Change, 2024). Komunitas tidak

sekadar objek edukasi, tetapi subjek ekonomi dengan mandat dan insentif yang jelas
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(Waste4Change, 2024). Hal ini sangat berbeda dengan yang terjadi di Yogyakarta, di
mana peran masyarakat masih dibingkai sebagai ‘pelengkap’ dari sistem yang tetap
dikendalikan birokrasi.

Secara sistemik, Banyumas juga berhasil menerapkan prinsip-prinsip feedback loop
dalam pembangunan sistemnya. Misalnya, setelah menemui kegagalan dalam
penggunaan mesin paving berbasis hidrolik manual, mereka beralih ke sistem injeksi
komputer yang lebih presisi dan tahan lama. Proses evaluasi ini berlangsung cepat
karena struktur organisasinya ringkas dan responsif. Bandingkan dengan Yogyakarta, di
mana perubahan teknologi seringkali membutuhkan studji, tender, dan justifikasi politik
yang berlapis. Proses birokratis ini menghambat adaptasi dan memperlambat inovasi.
Padahal, dalam konteks ekonomi sirkular dan perubahan lingkungan yang cepat,
kemampuan beradaptasi adalah salah satu indikator utama keberlanjutan
(Greeneration Foundation, 2023).

Dilihat dari sisi ekosistem pendukung, Banyumas mengembangkan struktur yang
memungkinkan integrasi antara teknologi, pasar, dan komunitas. Tiga elemen ini saling
memperkuat dalam siklus ekonomi yang ditandai oleh transformasi material (dari
sampah ke produk), nilai (dari beban menjadi komoditas), dan relasi sosial (dari
hierarki menjadi kolaborasi). Integrasi ini menegaskan kekuatan Banyumas dalam tiga
pilar utama kerangka Integrated Sustainable Waste Management (ISWM): stakeholder
system (dengan adanya KSM), technical system (melalui teknologi adaptif dan sirkular),
serta socio-economic system (melalui pemberdayaan dan penciptaan nilai), dalam
menjamin siklus ekonomi yang berjalan secara sirkular dan berkelanjutan.

Di sisi lain, Yogyakarta masih terperangkap dalam ketidaksinkronan antar elemen
teknologi, pasar, dan komunitas. Teknologi yang diperkenalkan dianggap tidak berakar
pada kebutuhan komunitas. Selain itu, produk olahan dari pengolahan sampah belum
memiliki pasar yang jelas dan relasi antar aktor masih bersifat sektoral, bukan integratif.
Maka dari itu, Yogyakarta hanya memiliki kekuatan pada aspek finansial dan akses ke
pendidikan tinggi, tetapi lemah dalam sinergi lintas pilar (Nurdin, 2024). Upaya
transformasi di Yogyakarta cenderung bersifat insidental dan berorientasi proyek, tapi
belum terintegrasi ke dalam sistem tata kelola yang berorientasi jangka panjang.

Dari perspektif governance yang adaptif, Banyumas menunjukkan karakteristik sistem
yang fleksibel, responsif terhadap perubahan, dan mampu menggabungkan

pengetahuan lokal dengan inovasi teknis. Kepemimpinan Bupati yang teknokratik
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sekaligus komunikatif menjadi faktor penggerak utama. Adaptivitas ini terlihat dalam
bagaimana Banyumas tidak bertahan pada satu model, tetapi terus bereksperimen dan
mengevaluasi. Model governance semacam ini langka di tingkat kabupaten/kota di
Indonesia, di mana biasanya perubahan kebijakan sangat tergantung pada stabilitas
politik dan kontinuitas birokrasi (WALHI Yogyakarta, 2025).

Yogyakarta, meski memiliki modal sosial dan intelektual tinggi, belum menunjukkan
kapasitas adaptif yang memadai. Krisis Piyungan, alih-alih menjadi titik balik sistemik,
justru memperlihatkan ketergantungan struktural terhadap pendekatan lama. Tidak
adanya figur kepemimpinan yang kuat dalam isu ini menyebabkan kebijakan bersifat
reaktif dan minim pengaruh public (WALHI Yogyakarta, 2025). Ruang-ruang partisipatif
hanya diisi oleh LSM dan komunitas, bukan diintegrasikan ke dalam struktur tata kelola
formal. Dalam kondisi ini, ekonomi sirkular hanya menjadi jargon yang tidak berakar

pada perubahan institusional.
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Tabel 1. Analisa Elemen Tata Kelola Sampah di Banyumas dan Yogyakarta

Elemen Tata

Kelola Banyumas Yogyakarta Sebab-Akibat Lesson Learned
Kepemimpinan
{)ljerrl‘zigriall}i,lf;sgi V;S(I;;ner Kepemimpinan daerah
Bupati proaktif DLH dominan p P sangat menentukan arah.
. arah sistem jelas. . . .
dengan KSM tapi kurang . . Selain itu, konsistensi
. . Sebaliknya, di ..
Aktor Utama  sebagai figur Yoovakarta kebijakan pengelolaan
pelaksana kepemimpinan ke meim inan sampah juga menjadi kunci
lapangan yang kuat p p penerapan tata kelola
tersebar sampah yang baik
menyebabkan pahi yang )
koordinasilemah.
Sentralistik-
L birokratis di . o
Desentralistik mana TPS3R Sistem desentralisasi Tata kelola sampah
dan kolaboratif memberi fleksibilitas memerlukan kelembagaan
. . banyak yang e
Sistem dan di mana KSM ; dan respons cepat. yang memfasilitasi co-
e pasif dan S .
Kelembagaan memiliki reoulasi Sentralisasi production dan respons
otonomi 5 memperlambat cepat, bukan sekadar
. dijalankan . )
operasional. . inovasi. struktur formal.
secara tidak
tegas.
Rp 1,5 M /unit . Rendanaan besar. Efektivitas dana 'bergantung
KSM untuk Didukung tidak selalu efektif pada kerangka sistem dan
Dana tanpa sistem. tata kelola, bukan hanya
kebutuhan - |
. Keistimewaan  Banyumas besarannya. Maka dari itu
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. Sangat ekosistem . . . .
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mendukung input dan . .
. belum menyentuh dan sesuai kapasitas lokal,
sirkular output yang .
. . akar persoalan bukan sekadar modernisasi.

ekonomi. memadai. .

(input stream dan
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Banyumas Partisipasi efektif harus

menghasilkan dibarengi mekanisme
Terintegrasi Bersifat partisipasi insentif dan integrasi dalam

Partisipasi dalam model simbolik dan berkelanjutan. Di sistem ekonomi lokal.
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pemahaman dan pengunci atas partisipasi
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cepat luntur.

Namun, penting untuk mencatat bahwa Yogyakarta menyimpan potensi besar untuk

melakukan lompatan. Basis pendidikannya yang kuat, jaringan akademisi yang luas,
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serta keberadaan komunitas aktif dapat menjadi fondasi transisi (Universitas Gadjah
Mada, 2025). Apa yang diperlukan adalah konsolidasi lintas aktor dan keberanian
politik untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada sistem dumping. Perlu adanya
skenario hibrida antara model Banyumas yang berbasis lokal dan model teknologi
digital yang telah mulai dikembangkan di Yogyakarta. Kolaborasi ini memungkinkan
terbentuknya sistem pengelolaan sampah yang bersifat glokal: lokal dalam pelaksanaan,
tetapi global dalam orientasi dan inovasi.

Yogyakarta dapat mengadopsi model mini hanggar berbasis RW seperti di Banyumas,
namun dilengkapi dengan sistem digital pelaporan, insentif elektronik, dan pemantauan
berbasis data spasial. Integrasi ini memungkinkan pengumpulan data real-time untuk
evaluasi kebijakan yang lebih tajam. Di sisi lain, kapasitas universitas dan institusi riset
seperti UGM, UIN, dan UNY dapat diaktifkan untuk mendampingi komunitas dalam
inovasi teknologi rendah karbon berbasis kebutuhan lokal. Potensi ini belum
dimobilisasi secara maksimal.

Dalam konteks replikasi, keberhasilan Banyumas tidak berarti harus ditiru secara utuh.
Replikasi yang berhasil membutuhkan proses adaptasi kontekstual, penyesuaian
sumber daya, dan negosiasi budaya local (Van Bavel et.al, 2016). Artinya, bukan hanya
memindahkan teknologi atau struktur kelembagaan, tetapi membangun sistem baru
berdasarkan prinsip-prinsip keberhasilan berupa partisipasi nyata, sirkularitas
ekonomi, dan kepemimpinan yang kolaboratif. Di sinilah pentingnya pendekatan policy
learning, bukan sekadar policy transfer. Dengan demikian, artikel ini menempatkan
Banyumas sebagai model reflektif, bukan model normatif.

Akhirnya, perbandingan antara Banyumas dan Yogyakarta menunjukkan bahwa solusi
terhadap krisis pengelolaan sampah tidak hanya berada pada domain teknis, melainkan
juga dalam domain politik, sosial, dan kelembagaan (Salvia et.al., 2021). Banyumas telah
menegaskan bahwa desentralisasi bukan hanya strategi tata kelola, tetapi juga strategi
pembebasan dari sistem yang tidak adil dan tidak berkelanjutan. Yogyakarta, dengan
sejarah panjang pergerakan masyarakat sipil dan basis intelektual kuat, memiliki
peluang besar untuk melampaui Banyumas. Namun dengan catatan jika mampu

membangun sistem yang memadukan inovasi teknis dengan rekonstruksi institusional.
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PENUTUP

Penelitian ini membandingkan dua model tata kelola pengelolaan sampah yang berbeda
secara fundamental: model desentralistik, community-based, dan adaptif yang
diterapkan di Kabupaten Banyumas, serta model terpusat, birokratis, dan teknokratik
yang selama ini dijalankan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Melalui pendekatan
kualitatif deskriptif dan analisis komparatif berbasis dokumen serta transkrip
wawancara, studi ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan sampah sangat
ditentukan oleh integrasi antara inovasi kelembagaan, teknologi tepat guna, partisipasi
masyarakat, dan kepemimpinan daerah.

Banyumas berhasil membangun sistem yang tidak hanya menyelesaikan persoalan
teknis penanganan sampabh, tetapi juga menumbuhkan ekonomi lokal berbasis limbah,
memperkuat kemandirian komunitas, dan mengurangi tekanan terhadap infrastruktur
publik. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi sirkular dan governance
yang adaptif, di mana kebijakan tidak hanya bersifat reaktif terhadap krisis, tetapi
mampu membangun sistem yang fleksibel, partisipatif, dan berkelanjutan. Model
Banyumas menunjukkan bahwa teknologi tidak harus mahal dan kompleks, melainkan
harus sesuai dengan konteks sosial, ekologis, dan fiskal wilayah. Kombinasi antara
mesin pirolisis lokal, paving block plastik, maggot, dan koperasi sampah menghasilkan
efek ekonomi dan ekologi yang nyata. Temuan ini sekaligus mengonfirmasi bahwa
pendekatan ekonomi sirkular dapat diadaptasi dalam konteks lokal, selama didukung
oleh struktur tata kelola yang kolaboratif dan fleksibel.

Sebaliknya, studi terhadap Yogyakarta memperlihatkan masih kuatnya ketergantungan
pada sistem lama berbasis dumping dan birokrasi. Ketika TPA Piyungan ditutup karena
kelebihan kapasitas dan konflik sosial, tidak ada sistem cadangan yang dapat
menggantikan fungsi pengelolaan tersebut. Meski Yogyakarta mulai berbenah yang
tercermin dari inisiatif digitalisasi, edukasi komunitas, dan kebijakan desentralisasi
melalui Danais, upaya-upaya tersebut belum mampu membentuk sistem yang saling
terhubung dan mengakar. Fragmentasi antaraktor, minimnya insentif bagi partisipasi
publik, ketimpangan literasi pemilahan, serta lemahnya penegakan regulasi telah
menjadi penghambat utama. Selain itu, di tengah situasi darurat pasca-penutupan TPA
Piyungan, respons pemerintah juga cenderung pragmatis dan jangka pendek, tanpa
arah transformasi sistemik yang jelas.

Secara teoritik, temuan ini memperluas pemahaman terhadap konsep collaborative
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governance dan governance capacity dengan menekankan bahwa keberhasilan
pengelolaan sampah tidak dapat dilepaskan dari faktor politik dan sosial.
Kepemimpinan daerah yang visioner dan konsisten menjadi elemen kunci. Dalam
konteks Banyumas, Bupati tidak hanya berfungsi sebagai administrator, tetapi juga
sebagai inovator dan fasilitator. Di Yogyakarta, absennya figur sentral dalam isu
lingkungan menyebabkan tidak adanya akumulasi kekuatan untuk mendorong
perubahan struktural. Oleh karena itu, pemimpin daerah yang akan terpilih ke depan
perlu menjadikan isu pengelolaan sampah sebagai agenda utama, tidak hanya sebagai
komitmen kampanye, tetapi juga sebagai kebijakan transformasional yang berjangka
panjang.

Berdasarkan temuan dan analisis di atas, terdapat beberapa langkah strategis yang
dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah Daerah DIY, komunitas, dan aktor non-negara:
Pertama, penting bagi Yogyakarta untuk membangun model kelembagaan lokal seperti
Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di Banyumas, yang memiliki kewenangan dan
kapasitas untuk mengelola sampah secara mandiri. KSM tidak hanya menjadi unit
teknis, tetapi juga menjadi titik temu antara masyarakat, pemerintah, dan pasar. Kedua,
perlu dilakukan reorientasi teknologi pengelolaan sampah dari pendekatan proyek
besar ke arah teknologi rendah karbon yang sederhana dan kontekstual. Universitas-
universitas di Yogyakarta dapat dilibatkan sebagai mitra teknis dalam mendampingi
inovasi komunitas dan uji coba teknologi. Ketiga, Yogyakarta harus mengembangkan
sistem ekonomi sirkular yang terintegrasi dengan pasar lokal, misalnya melalui
penjaminan pembelian paving block dari limbah plastik oleh pemerintah desa dan
sekolah, sebagaimana diterapkan di Banyumas. Hal ini akan menciptakan permintaan
yang berkelanjutan dan memperkuat nilai ekonomi dari pengolahan sampah.

Keempat, sistem insentif perlu dirancang untuk mendorong pemilahan dan partisipasi
warga, baik melalui pengurangan retribusi, sistem poin digital, atau integrasi dengan
layanan publik lainnya. Program seperti Laku Pandai, jika diperluas dengan
infrastruktur data yang baik, dapat menjadi tulang punggung sistem reward
berkelanjutan. Kelima, perlu adanya reformasi regulasi dan penguatan penegakan
hukum lingkungan, termasuk pelarangan plastik sekali pakai, kewajiban pemilahan di
sumber, serta insentif bagi pelaku usaha yang menggunakan bahan daur ulang. Tanpa
fondasi hukum yang kuat, transformasi tata kelola akan selalu bersifat voluntaristik dan

rapuh.
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Keenam, Yogyakarta harus menyusun roadmap transisi pengelolaan sampah jangka
menengah hingga panjang yang berbasis pada prinsip-prinsip ISWM dan ekonomi
sirkular. Roadmap ini harus menyertakan target terukur, indikator Kkinerja, serta
mekanisme evaluasi berbasis data. Keterlibatan lintas sektor dan publik sangat penting
dalam proses penyusunannya agar tidak menjadi dokumen teknokratik yang gagal
diimplementasikan. Akhirnya, krisis sampah di Yogyakarta adalah momen penting
untuk merefleksikan arah pembangunan kota yang berkelanjutan. Ini adalah peluang
untuk membebaskan diri dari warisan sistem linier yang sudah usang, dan memulai
lompatan menuju sistem pengelolaan yang cerdas, adil, dan resilien. Banyumas bukan
hanya contoh sukses, tetapi cermin yang mengingatkan bahwa perubahan
dimungkinkan di tengah keterbatasan, selama ada keberanian politik, inovasi lokal, dan
kemauan untuk belajar bersama masyarakat.

Studi ini tidak hanya menyajikan analisis perbandingan antar dua wilayah, tetapi juga
membuka ruang bagi refleksi teoritis atas dinamika pengelolaan sampah dalam
kerangka tata kelola publik dan inovasi kebijakan daerah. Dalam literatur administrasi
publik, dikenal dua pendekatan dominan: manajemen publik baru (New Public
Management) yang menekankan efisiensi dan privatisasi, serta tata kelola kolaboratif
(Collaborative Governance) yang menekankan pada partisipasi dan jejaring. Model
Banyumas lebih dekat pada yang terakhir, sebab menunjukkan bagaimana kebijakan
publik yang dihasilkan melalui interaksi horizontal antaraktor (negara, masyarakat,
sektor swasta) dapat menciptakan dampak yang lebih berkelanjutan dan diterima luas.
Keberhasilan Banyumas menantang asumsi lama bahwa daerah membutuhkan modal
besar, teknologi canggih, dan sumber daya manusia terlatih dari luar untuk bisa
menangani persoalan lingkungan. Sebaliknya, praktik mereka membuktikan bahwa
inovasi dapat muncul dari keterbatasan, selama ada keberanian politik, kerangka
kelembagaan yang terbuka, serta daya lenting sosial yang tinggi. Hal ini memperkaya
diskursus tentang desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, serta menegaskan
kembali pentingnya kapasitas lokal dalam menciptakan solusi kebijakan yang efektif.
Yogyakarta, dalam hal ini, dapat dijadikan cermin bagi kota-kota lain di Indonesia yang
memiliki kapasitas fiskal dan pendidikan tinggi, tetapi belum berhasil membangun
sistem pengelolaan sampah yang resilient. Kota ini memiliki peluang besar untuk
menjadi laboratorium inovasi tata kelola sampah di Indonesia, jika mampu

menyinergikan kekuatan komunitas, teknologi digital, kampus, dan birokrasi. Replikasi
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tidak berarti menyalin praktik Banyumas secara utuh, tetapi mengadaptasinya dalam
kerangka struktur dan budaya lokal Yogyakarta. Di sinilah pentingnya strategi
kebijakan yang fleksibel dan berbasis bukti (evidence-based policy making).

Implikasi akademik dari studi ini juga relevan untuk pengembangan riset tata kelola
lingkungan di Indonesia. Studi-studi sebelumnya cenderung menyoroti aspek teknis
pengelolaan sampah, tetapi jarang mengkaji struktur kelembagaan, dinamika sosial-
politik, dan dimensi partisipasi sebagai faktor penentu keberhasilan. Dengan
menggabungkan pendekatan teori ISWM, governance yang adaptif, dan ekonomi
sirkular, artikel ini menunjukkan bahwa keberlanjutan bukan hanya soal pengurangan
limbah, melainkan tentang membangun sistem relasi dan insentif yang berfungsi dalam
jangka panjang.

Rekomendasi Kebijakan Strategis

Rekomendasi ini ditujukan kepada wilayah-wilayah yang menghadapi kendala dalam
pengelolaan sampah. Rekomendasi ini didesain secara umum berdasarkan pelajaran
yang didapat dalam studi ini. Terdapat beberapa poin rekomendasi sebagaimana
berikut:

Pertama, pengelolaan sampah yang baik meniscayakan adanya pemerintah daerah yang
dapat menyusun kebijakan penguatan kelembagaan berbasis komunitas. Hal ini
setidaknya dapat meniru dari pemberian dasar hukum yang jelas bagi operasional KSM
atau koperasi sampah lokal. Kebijakan ini mencakup peraturan daerah yang mengatur
kewenangan, pendanaan, sistem insentif, serta mekanisme monitoring dan evaluasi.
Kebijakan ini harus dilengkapi dengan pelatihan rutin, pendampingan teknis, dan
fasilitasi pasar.

Kedua, sistem penganggaran publik perlu diarahkan secara strategis untuk mendukung
transisi ke sistem desentralisasi. Dalam mendukung transformasi sistemik, perlu
alokasi minimal 2-3% APBD dan peningkatan secara bertahap. Dukungan finansial
sangat penting dalam menjamin ketersediaan infrastruktur, keberlanjutan edukasi
masyarakat yang merata, dan riset teknologi pengolahan yang berkelanjutan.

Ketiga, perlu adanya sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Hal ini
bisa dilakukan dengan membentuk pusat inovasi pengelolaan sampah (waste innovation
hub) yang berfungsi sebagai inkubator teknologi, ruang advokasi kebijakan, serta
pelatihan SDM. Hub ini dapat menjadi ruang kolaborasi antara komunitas, mahasiswa,

peneliti, pemerintah, dan pelaku usaha. Sebagai contoh, pengembangan teknologi

Evaluasi Tata Kelola Sampah Yogyakarta.... 173 Kasyfilham, Akbar



Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik (JAKP) Vol 10 No 1 April 2025

pirolisis plastik murah yang telah dikembangkan di Banyumas bisa diuji dan
ditingkatkan efektivitasnya di pusat ini.

Keempat, diperlukan reformasi sistem insentif masyarakat, baik berbasis ekonomi
maupun sosial. Pemerintah dapat mengintegrasikan sistem reward berbasis sampah
dalam sistem layanan publik, seperti potongan pembayaran retribusi, poin digital, atau
layanan prioritas bagi warga aktif memilah sampah. Selain itu, pengembangan aplikasi
berbasis lokasi dan data real-time akan memungkinkan pengawasan lebih akurat
terhadap perilaku rumah tangga dan TPS. Sistem insentif ini dapat menjadi stimulan
bagi partisipasi aktif masyarakat.

Kelima, perlu penguatan regulasi anti-plastik dan produk sekali pakai. Tidak sekedar
melarang, regulasi ini juga perlu menyediakan insentif transisi bagi pelaku usaha dan
pelaku UMKM. Pemerintah dapat menetapkan target tahunan pengurangan plastik dan
membentuk gugus tugas lintas sektor untuk mengawasi implementasinya. Pendekatan
ini penting, khususnya bagi wilayah yang mengalami industrialisasi pariwisata seperti
Yogyakarta di mana beban sampah akibat wisata mengalami eskalasi secara sangat
cepat.

Keenam, pemangku kepentingan, khususnya dari eksekutif dan legislatif, perlu
menyusun roadmap dan kontrak politik yang mengikat seluruh calon kepala daerah
agar berkomitmen terhadap transformasi tata kelola sampah. Kontrak lingkungan ini
penting agar proses yang telah dimulai tidak berhenti pada satu periode pemerintahan.
Inisiatif dari masyarakat sipil dan akademisi dapat menjadi basis untuk menyusun
dokumen aspiratif yang disepakati lintas aktor.

Terakhir, semua rekomendasi ini tidak akan efektif tanpa adanya perubahan paradigma.
Perubahan ini harus menyasar kelas masyarakat, pelaku ekonomi, dan elit politik. Perlu
dipahami bahwa sampah bukan semata persoalan kebersihan, tetapi simbol sistem
ekonomi sosial yang tidak adil, eksploitatif, dan tidak berkelanjutan. Mengelola sampah
berarti mengelola masa depan, yakni masa depan ruang hidup, sistem produksi, dan
cara kita hidup sebagai komunitas. Maka peningkatan literasi akan pengelolaan sampah
juga menjadi hal yang niscaya. Edukasi berbasis sekolah dan komunitas perlu di-
upgrading menjadi program lintas sektor yang terintegrasi dengan insentif dan sanksi
yang jelas. Semua inisiatif ini membutuhkan keberanian politik dan kepemimpinan
visioner yang tidak hanya berpikir jangka pendek, tetapi mampu memobilisasi sumber

daya sosial dan kelembagaan untuk melakukan transformasi sistemik.
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